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Tanggal Sidang : 19 Agustus 2025

Tebal Skripsi : 90 Halaman
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Pembimbing I1 : Aulil Amri, M.H.

Kata Kunci : Poligami, Pencatatan Pernikahan, KUA, Disdukcapil,
Kepastian Hukum

Pernikahan poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat terpenuhinya
prinsip keadilan dan adanya izin dari pengadilan. Agar memperoleh pengakuan
secara hukum, pernikahan tersebut wajib didaftarkan melalui Kantor Urusan
Agama (KUA) dan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil). Pencatatan ini berfungsi memberikan kepastian status hukum serta
perlindungan terhadap hak istri dan anak. Penelitian ini menelaah dua pokok
permasalahan, yaitu: pertama, ketentuan dasar hukum mengenai pencatatan
pernikahan poligami dan kedua, tata cara pencatatan pernikahan poligami di KUA
serta penyesuaian data kependudukan di Disdukcapil. Metode penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan
kajian pustaka. Sumber data primer berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data
sekunder diperoleh dari buku serta literatur ilmiah, antara lain Hukum Pernikahan
Islam di Indonesia: Antara Figh dan Undang-Undang Pernikahan dan Hukum
Pernikahan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan
pernikahan poligami mensyaratkan adanya putusan dari Pengadilan Agama dan
registrasi resmi di KUA. Selanjutnya, data pernikahan diintegrasikan ke sistem
Disdukcapil untuk memperbarui Kartu Keluarga (KK). Proses ini bertujuan
memberikan legitimasi hukum serta menjamin perlindungan hak anggota
keluarga. Pencatatan pernikahan poligami memegang peranan penting dalam
memastikan keabsahan pernikahan, kejelasan status hukum, dan perlindungan
hak-hak keluarga.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya

dengan huruf Latin.

Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
tidak di- | tidak ( de;"‘ .
| Alif | lambang | dilambang L ta’ t e
Kan = ’ titik di
bawah)
zet
- Ba’ b be L za z (gf;;(gg?
bawah)
koma
< Ta’ t te ¢ ‘ain ‘ terbalik
(di atas)
. 5, , es (dengan . )
= Sa 5 titilE di agtas) g | Gan g ge
z Jim ] je < Fa’ f ef
ha (dengan
z Ha’ h ti-tik di a Qaf q ki
bawah)
c Kha’ kh ka dan ha g | Kaf k ka
3 Dal d de J | Lam | el
. . ) zet (dengan -
> Zal z titik(di a%as) ¢ | Mim m em
B Ra’ r er U Niin n en
) Zai z zet 3 Wau w we
w Sin S es ° Ha h ha
o Sytn sy es dan ye & Hamzah ‘ apostrof
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- es (dengan ti- _,
= sad 3 tik di bawah)| ¢ | Y2 y e
de (dengan
ua Dad d ti-tik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- fathah a a

- kasrah i i

~ dhammah u u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf | Nama
... fathah dan ya’ ai adani
5o fathah dan wau au adanu
Contoh:

S - kataba

Jas - fa‘ala

28 - zukira

LaY - yazhabu

Jak - su’ila

S - kaifa

Jdsa - haula




3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Tanda | Nama
huruf
.. S athah_@an alif a a dan garis di atas
atau ya
... kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
o dhammah dan . ..
B3 - 0 u dan garis di atas
wau
Contoh:
Je - gala
Y] - rama
Ja - gila
Js5% - yaqiilu

4. Ta’ marbiithah
Transliterasi untuk ¢@’ marbiuthah ada dua:

1. Ta’ marbiithah hidup
Ta’ marbiithah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, trasnliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbithah mati
Ta’ marbiithah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah ‘h’.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbiithah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka t@’ marbiithah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Q&L&T 2-12'5) - raudah al-atfal
- raudatul atfal
$554 aall - al-Madinah al-Munawwarah
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- al-Madinatul-Munawwarah

il - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
S} - rabbana
J% - nazzala
54 - al-birr
&l - al-hajj
Az - nu “‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu al, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qgamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan
yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf
syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari
kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

Jasl - ar-rajulu
s - as-sayyidatu
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Gl - asy-syamsu
ALl - al-qalamu
el - al-badi‘u
Jo - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.
Contoh:

ol - ta ’khuziina
23 - an-nau’
s - syai'un
%) - inna
@ij - umirtu
&l - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.
Contoh:
I 5 W s

Ol el 5 R0 158505

sl £

- Wa innalldaha lahuwa khair ar-razigin
- Wa innalldha lahuwa khairurrazigin

- Wa auf al-kaila wa-almizan

- Wa auful-kaila wal-mizan

- Ibrahim al-Khalil
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- Ibrahimul-Khalil
Wl has W ae d) e - Bismillahi majrahd wa mursaha
v Za o e w5 - Walillahi ‘alan-nasi hijju al-baiti
S Al eSS 2 man istatd ‘a ilaihi sabila.
- Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti

manistata ‘a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
O35 W38 G5 - Wa ma Muhammadun illa rasil
gsiﬂ ol gy oy J3 & - Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazt
&l &y - bibakkata mubarakan
oIl 4 g )-‘\ Lsﬂ\ Ol 5ed - Syahru Ramadanal-lazi unzila fihil Qur’anu

il ;93{2\-' 855 - Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
el &5 w0 SN - Alhamdu lillahi rabbi al-‘@lamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
Contoh:

& B x5 A (e ey - Nasrun minallahi wa fathun garib
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Gaea 3NV & - Lillahi al-amru jami‘an
Lillahil-amru jami ‘an
sle oo 5 KW - Wallaha bikulli syai’in ‘alim
10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn
Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki laki dan
perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik
secara agama maupun secara hukum, yang dimaksud secara agama disini ialah
memenuhi syarat dan rukun, sedangkan yang dimaksud secara hukum yaitu
dicatat pernikahannya sehingga diakui oleh negara. Pernikahan merupakan salah
satu fase bagi umat islam yang harus dilewati untuk dapat meneruskan nasab, Al
Quran juga menyebutkan dalam surat An Nisa, bahwa pernikahan sebagai
mitsaqan galidhan’, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui
setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Pernikahan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah
Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat ataupun
suatu perjanjian dari ayah atau wali dari seorang perampuan kepada seorang laki
laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih,
serta Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi
Hukum Islam.?

Suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah
untuk keabsahan pernikahannya maka harus dicatat, sesuai dengan hukum yang
sudah berlaku tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Pernikahan pada pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa “tiap tiap Pernikahan
akan dicatat dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”. Jika kita

merujuk pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Qs An Nisa : 21
2 Mediya Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan
penyelenggaraan haji (Jakarta: Alika, 2016), hlm. 2.



adalah “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan
kepercayaanya itu”.’

Kedudukan rukun nikah menjadi penting dalam sebuah pernikahan, hal ini
dapat dipahami dalam konsep islam bahwa pernikahan adalah mencari Ridho
Allah, karena mempunyai makna perintah sebagai sebuah ibadah. Salah satu asas
pernikahan adalah asas monogami, yang mana pria hanya boleh mempunyai
seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami diatur
dalam kitab undang undang hukum perdata bersifat mutlak.*

Disamping asas monogami, Islam membolehkan pernikahan poligami
yang membolehkan menikah dengan perempuan lebih dari seorang dalam waktu
yang bersamaan, asalkan suami bersikap adil. Kata adil yang dimaksud adalah
tidak hanya dibatasi dengan hal-hal yang bersifat materi dan kongkrit seperti
pakaian, makanan, dan minuman, tapi juga menyangkut hal-hal abstrak seperti
cinta, kasih-sayang, kemesraan, dan yang semacamnya (love, affection, esteem).
Karena sulit bahkan tidak mungkin berbuat adil dalam hal yang terkait dengan
perasaan, maka pada akhirnya dilarangnya praktik poligami jika belum mampu

berlaku adil.
Allah telah berfirman dalam surat An Nisa ayat 3:
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Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat
untuk tidak berbuat zalim.” (QS. an-Nisa:3).

3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
* Dahlan Hasyim, Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan.
MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 23 No. 2, (2007), him. 300.



Tafsir dari surat An Nisa ayat 3 yaitu® : Allah menjelaskan seandainya
kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak
yatim itu, bila kamu menikahinya, maka janganlah kamu menikahinya dengan
tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan
kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat,
dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam
pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang
berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat syarat
tertentu. Ayat ini juga membatasi poligami sampai empat orang. Apabila kamu
tidak dapat melakukan semua itu dengan adil, maka cukuplah kamu nikah dengan
seorang saja, atau memperlakukan sebagai istri hamba sahaya yang kamu miliki
tanpa akad nikah dalam keadaan terpaksa. Kepada mereka telah cukup apabila
kamu penuhi nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut merupakan suatu usaha
yang baik agar kamu tidak terjerumus kepada perbuatan aniaya.

Kata al-‘adl’ atau keadilan bersifat mutlak, tidak membatasi tempat
keadilan, maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya,
dengan segala pengertianya, baik yang khusus berkenaan dengan masalah mas
kawin maupun yang berkenaan dengan masalah-masalah lain, seperti jika sebab
menikahi karena hanya sebatas menginginkan hartanya bukan karena cinta
kepadanya, dan bukan juga karena hendak mempergaulinya.’

Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 dinyatakan
bahwa laki-laki bisa beristri lebih dari satu orang sampai empat orang dengan
syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan

apabila syarat tersebut dikhawatirkan tidak terpenuhi maka suami dilarang beristri

5 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Dhilalil Qur’an, (Terj.) Asas Yasin, bdul Aziz Salim
Basyarahil, Muchothob Hamzah Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 275.

¢ Qs An Nisa: 3

7 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Dhilalil Qur’an, (Terj.) Asas Yasin, bdul Aziz Salim
Basyarahil, Muchothob Hamzah Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2006), him. 275.



lebih dari satu. Adapun dasar hukum yang mengatur poligami juga diatur pada
pasal 3 Ayat (2) Undang Undang Pernikahan memberikan kewenangan kepada
pengadilan untuk memberikan izin pernikahan poligami. Menurut pasal 56 Ayat
1 KHI juga mengatur tentang hukum poligami, dimana seorang suami harus
mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak pengadilan agama untuk
melaksanakannya.®

Pencatatan Pencatatan Pernikahan tidak disebutkan dalam al-Qur’an
maupun al Hadits, karena Pernikahan bukan suatu transaksi (mu’amalah) yang
disinggung dalam Al-Qur’an yang mengatakan bahwasanya transaksi bersifat
mu’amalah harus dicatat. Seiring dengan berkembangnya zaman, pencatatan dan
pembuktian secara otentik dianggap perlu, sebab Pernikahan sendiri
menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih luas cakupannya daripada
mu’amalah itu sendiri.’

Mencatat dan membukukan merupakan perintah Allah SWT, seperti yang
tercantum dalam Al-Quran Surat al-Baqgarah ayat 282:

T TR DA R T e N R e PR BPL U

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan
utang piutang (bertransaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya (mencatat dan membukukannya).” (QS. al-Baqarah: 282).

Pencatatan Pernikahan adalah proses resmi yang dilakukan oleh pejabat
negara terhadap peristiwa Pernikahan ketika calon suami dan calon istri akan
melangsungkan suatu akad Pernikahan. Proses ini dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon,
dan di Kantor Catatan Sipil yang merupakan bentuk administrasi dari sebuah

Pernikahan yang bertujuan untuk melaksanakan ketertiban suatu Pernikahan

8 Abdillah Mustari, Poligami Dalam Reinterpretasi. Jurnal Sipakalebbi, Vol 1, No 2,
(2014), him. 253.

% Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2014), hlm. 36.



dalam masyarakat dan suatu upaya yang diatur melalui perundang undangan
untuk melindungi martabat dan kesucian Pernikahan, terutama bagi perempuan
dan anak anak dalam kehidupan rumah tangga.'®

Proses pencatatan nikah dalam kebijakan disdukcapil menyatakan bahwa;
“tidak tercatatnya Pernikahan merupakan unsur pernikahan dan tidak menjadikan
Pernikahan tersebut tidak sah, hal ini didasarkan pada hukum adat dan hukum
agama yang mengatakan apabila pencatatan nikah bukan termasuk syarat sahnya
Pernikahan.”

Ada tiga lembaga yang berhubungan erat diantaranya Kantor Urusan
Agama, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil, sebab masing-masing memiliki tanggung jawab terhadap
masalah pencatatan Pernikahan. Kantor Urusan Agama berwenang mencatat
Pernikahan dan Pengadilan Agama berwenang menetapkan Pernikahan supaya
bisa dicatat di Kantor Urusan Agama. Sementara itu Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil mencatat Pernikahan bagi umat non-muslim dan menerbitkan kartu
identitas warga masyarakat.

Pencatatan Pernikahan dapat dibuktikan dengan akta nikah dan suami istri
memiliki bukti autentik bahwa mereka telah melakukan peristiwa Pernikahan.
Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, dan salah satu di antaranya tidak
bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum dengan
akta tersebut untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing masing.!!

Pencatatan pernikahan merupakan langkah penting bagi pasangan suami
dan istri karena di dalamnya terdapat hak mereka sebagai suami dan istri untuk
memperoleh buku nikah dan kartu nikah karena buku nikah adalah bukti resmi

dari sahnya pernikahan mereka. Buku nikah dijelaskan dalam PMA No. 20 Tahun

10 Ahmad Yusron, Skripsi Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang
No.1 Tahun 1974, (IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2011), hlm. 50-55.

"' Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Harmonis counter
Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 38.



2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pasal 1 ayat (10) “Buku Nikah adalah
dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku”.

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana, sebab setiap kejadian atau
peristiwa penting yang dialami seperti kelahiran, kematian dan Pernikahan akan
membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga (KK), kartu
tanda penduduk (KTP) dan atau surat keterangan kependudukan lain yang
meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi
tinggal tetap.'?

Dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan instansi penyedia
layanan publik dalam pembuatan administrasi kependudukan, salah satunya kartu
keluarga (kk). Adapun pencatatan kartu keluarga dalam pernikahan poligami,
suami dapat memilih untuk mencantumkan semua istri dan anak dalam satu (kk),
dengan status masing-masing istri dan anak dijelaskan secara jelas (misalnya istri
pertama, istri kedua, dll), ataupun membuat (kk) terpisah untuk setiap istri di
alamat tempat tinggal masing-masing, namun tetap mencantumkan nama suami
di setiap (kk) dengan keterangan sebagai kepala keluarga di salah satu (kk) dan
anggota keluarga di (kk) lainnya. Status pernikahan suami akan tetap "kawin" di
semua (kk), sedangkan status istri kedua akan ditulis sebagai "istri" dengan nomor
urut sesuai urutan pernikahan.'

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan
sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan
pernikahan, rujuk, kemasjidan, wakaf, zakat, kependudukan, dan pengembangan
keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Meneganai
mekanisme pencatatan buku nikah, setelah pernikahan poligami dicatat di KUA,

istri kedua akan menerima buku nikah yang terpisah dari istri pertama. Buku

12 Fulthoni dkk, Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan (Jakarta: ILRC,
2009), hlm. 2.
13 Obsevasi pada Kantor Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.



nikah ini berisi informasi tentang pernikahan, termasuk nama suami, nama istri
kedua, tanggal pernikahan, serta nomor akta nikah.'*

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin mengkaji terkait kesenjangan
aturan hukum yang mewajibkan pencatatan pernikahan poligami dengan syarat
tertentu, dan sistem pencatatan pernikahan poligami di KUA dan di Kantor Dinas
Kependudukan Catatan Sipil yang seharusnya berjalan dengan tertib, dan
transparan, agar menjamin perlindungan hukum bagi setiap pihak, namun
kenyataannya banyak pernikahan poligami tidak tercatat atau menghadapi
hambatan administrasi sehingga penulis terdorong untuk mengangkat judul
skripsi  “Sistem Pencatatan Pernikahan Poligami pada Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama.”

B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dasar hukum pencatatan pernikahan poligami?
2. Bagaimana tata cara pencatatan pernikahan poligami pada KUA dan
Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil?
C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini sendiri adalah meluaskan ilmu
pengetahuan serta menambah wawasan, penulis juga melakukan penelitian
bertujuan dengan terperinci sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar hukum serta peraturan
perundang undangan yang mengatur pencatatan pernikahan di Indonesia,
baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

2. Untuk menguraikan secara sistematis tata cara pencatatan pernikahan

poligami, mulai dari prosedur di Pengadilan Agama, persyaratan

4 Observasi pada Kantor Urusan Agama Baiturrahman.



administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA), hingga tahap pencatatan
pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan
mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan
penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain, Dari beberapa hasil
pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penulis lakukan,
telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul proposal yang
penulis tulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Swandana, Ni Nyoman
Mariadi, dengan judul penelitian Sistem pernikahan poligami di desa adat siakin
kecamatan kintamani kabupaten bangli. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris dan bersifat deksriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa
Adat Siakin Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Adapun sumber data
primer dari penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berpoligami
dan prajuru adat Di Desa Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
Sumber data Sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Hasil pembahasanya
menunjukkan bahwa 1) keabsahan Pernikahan poligami di Desa Adat Siakin
ketika pasangan suami istri telah melakukan upacara beakaonan, dan 2) harta
bersama pasangan suami istri yang berpoligami menjadi hak dan kewajiban
masing-masing pihak dalam Pernikahan poligami.

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian
yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya dan
penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama sama fokus pada kajian pernikahan
poligami. Kemudian Adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan
penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi

patokan dalam kajiannya yaitu keabsahan Pernikahan poligami, dan penguasaan



harta bersama pada sistem Pernikahan poligami di Desa Adat Siakin. Sedangkan
penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih fokus pada sistem pencatatan
pernikahan poligami, baik di dalam kantor urusan agama maupun di dinas
kependudukan dan catatan sipil."

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh SB Risnalisa, Syamsul Babhri,
dengan judul penelitian Kedudukan Harta Bersama Dalam Pernikahan Poligami
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Dan
Kompilasi Hukum Islam. Metode yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu,
penelitian hukum kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan-bahan pustaka. Metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa kedudukan harta bersama dalam
Pernikahan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pembagiannya harta
bersama menurut agamanya masing masing, apabila Islam maka kedudukan harta
bersama dilihat secara hukum Islam, dalam Islam tidak mengenal harta bersama
namun Islam menggolongkan harta bersama kedalam syirkah dan apabila di lihat
melalui syirkah maka dilihat terlebih dahulu kedudukan syirkahnya kemudian
dalam hal para pihak tidak beragama Islam maka kedudukan harta bersama di atur
menurut hukum adat.

Penelitian jurnal diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya
dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama sama fokus pada kajian
pernikahan poligami. Kemudian Adapun letak perbedaan dari penelitian
sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian
sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya yaitu kedudukan harta

bersama dalam pernikahan poligami. Sedangkan penelitian yang akan peneliti

15 Swandana Wayan dan Nyoman Mariadi. Sistem Perkawinan Poligami di Desa Siakin
Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Kertha Widya, Vol. 8. No. 1 (2021), hlm. 97-117.
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kaji ini lebih fokus pada sistem pencatatan pernikahan poligami, baik di dalam
kantor urusan agama maupun di dinas kependudukan dan catatan sipil.'¢

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ghozali Rahman, Elvi Soeradji,
Ahmad Dakhoir, dengan judul penelitian Virginitas Dalam Sistem Pencatatan
Pernikahan (Pendekatan Multiparadigma). Untuk menguraikan problematika
tersebut, peneliti menggunakan pendekatan mutliparadigma dan teori
hermeneutika hukum. Data dikumpulkan melalui interview, dan studi literatur.
Artikel ini menyatakan bahwa pentingnya nilai-nilai virginitas dalam konstruksi
hukum Pernikahan telah bergeser, sehingga status ganda dalam pencatatan
Pernikahan seorang yang memiliki double status virginitas tersebut telah
terabaikan. Padahal double status virginitas memiliki implikasi hukum secara de
yure adalah perawan/jejaka, namun secara de facto bukan lagi perawan/jejaka.
Pergeseran nilai virginitas juga terlihat dari lemahnya kontrol sosial dan
perlindungan hukum terhadap status virginitas seseorang sebelum menikah.

Penelitian jurnal diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya
dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama sama fokus pada kajian
pernikahan poligami. Kemudian Adapun letak perbedaan dari penelitian
sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian
sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya yaitu Persoalan virginitas
muncul ketika penghulu mencatat double status seseorang yang akan menikah.
Disatu sisi, memiliki status perawan karena belum pernah bersenggama meskipun
pernah menikah, dan disisi lain sudah pernah bersenggama namun belum pernah
menikah. Seseorang yang memiliki double status seperti itulah yang

menyebabkan para penghulu mengalami kesulitan dalam mencatat status tersebut.

16 Risnalisa, S. B., and Syamsul Bahri. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan
Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 6.2 (2023), hlm. 251-
263.
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Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih fokus pada sistem
pencatatan pernikahan poligami, baik di dalam kantor urusan agama maupun di
dinas kependudukan dan catatan sipil.!”

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eko Wahyu Budiharjo, dengan
judul penelitian Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem
Hukum Pernikahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
kualitatif menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di
Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pengadilan Agama (PA), dan Pelaku.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah
metode wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bagaimana proses Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan poligami;
dan apa saja yang mempengaruhi PNS untuk melakukan poligami tersebut. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa salah satu Pegawai Negeri Sipil (Guru) golongan
IITA melakukan poligami.

Penelitian jurnal diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya
dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama sama fokus pada kajian
pernikahan poligami. Kemudian Adapun letak perbedaan dari penelitian
sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian
sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya yaitu Persoalan untuk
menganalisis bagaimana proses Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan poligami;
dan apa saja yang mempengaruhi PNS untuk melakukan poligami tersebut. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa salah satu Pegawai Negeri Sipil (Guru) golongan

IITA melakukan poligami. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih

17 Rahman, Ghozali, Elvi Soeradji, and Ahmad Dakhoir. Virginitas Dalam Sistem
Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Multiparadigma). Jurnal Riset Kajian Teknologi dan
Lingkungan, Vol. 4. No. 1 (2021), hlm. 247-257.
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fokus pada persoalan sistem pencatatan pernikahan poligami, baik di dalam
kantor urusan agama maupun di dinas kependudukan dan catatan sipil.'®

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Afriza Sofa Nur Huda, dengan
judul penelitian Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena
Pernikahan Poligami Dibawah Tangan Di Desa Lembah Kecamatan Babadan
Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan normative empiris dengan jenis
penelitian field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan
teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara (interview),
dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu dengan teknis analisis
deskriptif dengan metode reduksi data. Hasil analisis dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa : (1) secara sosiologi hukum Islam pernikahan poligami
dibawah tangan di Desa Lembah. (2) Secara sosiologis pernikahan poligami
dibawah tangan tentu mempengaruhi hak istri dan anak dimana secara kedudukan
hukum istri dan anak dari poligami sirri tidak mendapat perlindungan hukum
positif, sehingga cukup kesulitan untuk menagih hak haknya ketika suami tidak
melaksanakan kewajiban.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Habibillah (2016) dengan
judul Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1
Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh
Utara). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan
penelitian lapangan (Field Research) sedangkan data tambahan penulis
mengambil data yang bersifat library reaseach. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan
Seunuddon jika kita lihat dari hukum syara’ (Islam) hukumnya sah, di karenakan
mencukupi syarat dan rukun, akan tetapi jika kita merujuk kembali kepada

undang-undang No.l Tahun 1974 tentang pernikahan, Maka Negara tidak

18 Budiharjo, Eko Wahyu. Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem
Hukum Perkawinan. Pandecta Research Law Journa, Vol. 8. No. 1 (2013).
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mengakui adanya Pernikahan. Dalam hukum positif poligami yang dilakukan
secara siri tidak mendapatkan kekuatan hukum dan istri pertama berhak
mengajukan pembatalan nikah kepada pengadilan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Agustin Hanafi, Sudjah
Mauliana, dengan judul Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa
MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri. Penelitian yang digunakan
adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil didalam penelitian
ini meyatakan bahwa MPU Aceh menerapkan sanksi bagi pelaku nikah siri ini
terhadap qadhi liar dengan hukuman dipenjara, adanya hadir qadhi liar tersebut
pernikahan siri ini semakin merajalela, maka dari itu perlu adanya sanksi yang
diterapkan. Dalam kajian maqasid asSyar’iyah pencatatan akad nikah termasuk
dalam kategori kemaslahatan primer daruriyat yang dapat melindungi dan
memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kaitan dengan
keturunan, karena dengan adanya pencatatan, bagi perempuan anak mendapatkan
keuntungan dari pihak isteri mendapat warisan dan anak mendapatkan haknya.'

Penelitian tesis diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya
dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama sama fokus pada kajian
pernikahan poligami. Kemudian Adapun letak perbedaan dari penelitian
sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian
sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya yaitu Persoalan untuk
mengetahui dan menganalis bagaimana bisa terjadi fenomena pernikahan
poligami secara bawah tangan dengan pendekatan kebudayaan setempat dikaitkan
sosiologi hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui faktor apa saja yang
menyebabkan tejadinya fenomena tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap

kesejahteraan keluarga. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih

19 Agustin Hanafi, Sudjah Mauliana. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam
Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri. Jurnal El-Hadhanah Vol. 2, No. 1,
(2022).
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fokus pada persoalan sistem pencatatan pernikahan poligami, baik di dalam

kantor urusan agama maupun di dinas kependudukan dan catatan sipil. 2

E. Penjelasan Istilah
1. Sistem

Secara umum, sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan
bahasa Yunani (sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas
komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan
aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan. Sistem juga
merupakan sebuah kesatuan bagian-bagian yang saling memiliki
hubungan yang berbeda dalam suatu wilayah, serta memiliki item-item
sebagai penggerak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan
sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai
susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI

juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode.

2. Pencatatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan
pengertian pencatatan adalah berasal dari kata dasar catat yang artinya
menuliskan sesuatu, menyalin, memasukan ke dalam buku, sedangkan
pengertian pencatatan adalah suatu kegiatan atau kegiatan memproses
suatu data atau memasukan data yang dilakukan oleh perorangan atau
organisasi secara baik dan teratur.

Menurut Witarto, berpendapat bahwa pencatatan adalah suatu
tahapan atau proses memasukan atau input suatu data kedalam suatu

sistem pencatatan data, apabila sistem berupa buku maka pencatatan atau

20 Nur Huda, Afriza Sofa. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena
Pernikahan Poligami Dibawah Tangan Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo. (Ponorogo : Tain Ponorogo, Phd Thesis 2024).
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input data dengan cara menulis pada halaman buku, namun apabila
pencatatan data dilakukan menggunakan computer maka proses
penginputan menggunakan keyboard, penggunaan mouse, dan alat-alat
input komputer lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan disini
merupakan suatu proses atau aktivitas penulisan dari buku atau kertas,
penginputan data ke dalam komputer.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang KUP
mendefinisikan pengertian pencatatan adalah suatu tahapan pengumpulan
data secara terstruktur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan

penghasilan bruto.

. Pernikahan

Pernikahan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut
dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Nikah menurut bahasa al-jam’u
dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah zawaj bisa diartikan
dengan aqdu al- tazwiij yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa
diartikan (wat’u al-zaujah) yang bermakna menyetubuhi istri.

Secara ethimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti
yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna
nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena
termasuk pengikatan sebab akibat. Sedangkan secara terminologis,
menurut Imam Syafi’i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi
halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.

. Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polus

yang artinya banyak dan gamos yang artinya Pernikahan. Dalam sistem

Pernikahan, bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri
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dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, yaitu seorang perempuan
mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat.?!

Dalam Islam poligami mempunyai arti mempunyai isteri lebih dari
satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan. Al-Quran memberi
penjelasan empat untuk jumlah isteri meskipun ada yang mengatakan
lebih dari itu. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran

tentang ayat yang menyatakan diperbolehkannya poligami.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian
deskriptif analisis. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian,
yaitu untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena
pencatatan pernikahan poligami, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta menganalisis
implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak.?

Menurut Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D., dalam bukunya
Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, metode deskriptif analisis
digunakan untuk menyusun analisis deskriptif serta terperinci tentang aturan
hukum yang ditemukan dalam sumber-sumber primer seperti kasus-kasus,
dokumen pemerintah, putusan peradilan, dan peraturan perundang-undangan.?

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat
ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, maka dalam karya

ilmiah ini digunakan metode deskriptif analisis. Pemilihan metode ini

memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan praktik pencatatan

2! Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve), hlm.
35.

22 Fahrysyah Aulya, dkk. Analisis Pemberian Izin Poligami dalam Perkawinan
Berdasarkan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Aurelia: Jurnal
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, vol 3 no 2, (2024), him. 1303-1304.

23 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum,
(Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 5.
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pernikahan poligami, tetapi juga menganalisis dampak hukumnya, khususnya
terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam sistem hukum yang
berlaku.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) karena
data utama diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara terhadap
petugas pencatatan nikah serta pihak pihak yang terlibat dalam pernikahan
poligami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh
pemahaman mendalam tentang praktik pencatatan pernikahan poligami di
lapangan.?*

Penelitian lapangan berasal dari dua kata, "penelitian" yang berarti
kegiatan pencarian data atau informasi secara sistematis, dan "lapangan"
yang merujuk pada lokasi atau tempat kejadian sebenarnya. Jadi, secara
bahasa, penelitian lapangan adalah kegiatan mencari data langsung ke

tempat kejadian atau objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang
bertujuan untuk memahami makna dan fenomena pencatatan poligami
secara mendalam, melalui pandangan dan pengalaman narasumber, bukan
sekedar angka atau statistik. Pendekatan ini menekankan pada
pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya yang
mempengaruhi praktik tersebut.?
Secara bahasa, "kualitatif" berasal dari kata "kualitas" yang berarti

sifat atau karakteristik suatu hal, bukan berdasarkan angka atau jumlah.

Jadi, pendekatan kualitatif berarti pendekatan yang menekankan pada

24 Hanif Yusoh, Skripsi Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya, (UIN
Alauddin, Makassar, 2018).

25 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2016).
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pemahaman makna, nilai, atau sifat dari suatu fenomena. Sedangkan

secara istilah, pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang

digunakan untuk memahami fenomena sosial atau manusia dari sudut

pandang partisipan, melalui pengumpulan data deskriptif seperti

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokusnya adalah pada makna,

proses, dan konteks.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data

primer dan sumber data sekunder.

a.

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan
langsung oleh peneliti dari sumber asli (lapangan) melalui
interaksi langsung dengan objek penelitian. Adapun sumber data
primer yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang
menjadi fokus kajian peneliti pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.

2. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2019 tentang

pencatatan pernikahan.

3. Kompilasi hukum islam.
Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung terhadap
sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang
digunakan adalah buku-buku dan kajian literatur kepustakaan
lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berikut beberapa
sumber data skunder yang menjadi fokus kajian peneliti pada
penelitian ini:

1. Buku Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Figh

dan Undang-undang Pernikahan.
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2. Buku Hukum Pernikahan Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa
Teknik penelitian, sebagai berikut :

a. Observasi, dilakukan secara langsung ke Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama
terkait dengan Sistem Pencatatan Pernikahan Poligami.

b. Wawancara/ interview, dilakukan kepada para staff dinas
kependudukan dan catatan sipil serta masyarakat yang terkait
dengan penelitian ini untuk menanyakan perihal sistem pengurutan
anggota keluarga dalam kartu kelurga yang berpoligami maka
untuk mendapatkan informasi lebih lanjut diperlukan

wawancara.®

5. Teknik Analisis Data
Analisis data yang peneliti dapatkan, akan diolah dan dijelaskan
kembali kedalam metode deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data yang
digunakan untuk menggambarkan masalah dengan cara mendeskripsikan
apa saja yang terjadi pada saat proses pengamatan dan proses wawancara

sebagaimana pada saat penelitian dilakukan.

6. Pedoman Penulisan
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman
pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya llmiah Mahasiswa yang
diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun 2019.%7

26 Muhammad, Hasan. Metode Penelitian Kualitatif. (Makassar: Tahta Media Group.
2022), hlm. 158.

27 Khairuddin, Dkk. Buku Pedoman Penulis Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry. 2018, him. 41.
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G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi pembahasan dalam
penelitian ini. maka penulis akan mengklasifikasi menjadi empat bab dan masing

masing lagi dalam beberapa sub bab sebagaimana tersebut di bawah:

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka,
penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan jabaran teori umum tentang
konsep pencatatan pernikahan yang meliputi definisi pencatatan pernikahan,
dasar hukum pencatatan pernikahan, rukun dan syarat nikah dalam islam, tata cara
pencatatan pernikahan dan lembaga pencatat serta pentingnya pencatatan
pernikahan.

Bab tiga menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang
sistem pencatatan pernikahan poligami pada Disdukcapil dan KUA, yang
meliputi definisi pernikahan poligami, dasar hukum pernikahan poligami, tata
cara pencatatan pernikahan poligami, dan akibat hukum pencatatan.

Bab empat dalam penelitian ini menguraikan penutup yang berisi tentang

kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.



